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Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
. .omor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 
:.::-dang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang ·omor 54 Tahun 1999 
:.,::~g Pembentukan Kabupaten Sarolangun Kabupaten 
Tebo. Kabupaten Muaro .Jambi dan ~h u paten :-a:::~g 

a· 'T}O' Timur (Lembaran . ·eg;--a....-a.. 
Tahun 2000 . .omor 8 . a:7'~ 

ndonesia . o.....,o:- ..:)969 · 

2. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung 
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2755); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015; 

e- ...:::1 bang 

BUPATI BUNGO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABARAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO 

TAHUN ANGGARAN 2015 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI BUNGO 
NOMOR ;t:Z.TAHUN 2016 

BUPATIBUNGO 
PROVINS! JAMBI 



10. Peraturan ........ 2 

mdang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
?embentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran 
. .egara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

.ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
?emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
. .egara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
?emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

. ·egara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 2004 tentang 
Kedudukan ProtokoJer dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
. ·egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara. Republik. Indonesia Nomor- 
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 
. · omor 24 Tahun 2004 ten tang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

ahun 2007 nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia omor 4 712); 

· ·ndang- indang . [omor : - :-a; ur 3 tentang Keuangan 
·egara (Lernbaran egara Repub.ik ·-c.0""1esia Tahun 2003 

. ·o::nor 47, Tambahan Lembaran .egara Republik 
ndonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
. ·egara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Jndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan 
. ·egara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
. · omor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
ndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

. ·egara Republik Indonesia Nomor 4438); 



8. Peraturan 2 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
entang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tenang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
. .egeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok­ 
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12); 

: 7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 Ten tang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo 
Tahun 2014 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan 
?eraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 17); 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
. · omor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 5272); 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia nomor 4575);. 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
. ·egara Republik Indonesia Nomor 4578); 

. ') 

0. Peraruran Pemerintah . ·o!::lo:- 3 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan i.ayanan Umum (Lembaran 
. .egara Republik Indonesia Tahun 2005 omor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
d502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

egara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

-3- 



Pasal 2 5 

Rp. 15.086.622.244 69 

Rp. 53.645.387.003.~5 etto 
anggaran 

Rp. 55.145.387.003 - - 
Rp. 1.500.000. 

(Rp. 38.558. 64.75~.-5 Surplus/ (Defisit) 

Rpl.096.584.32 .8--. Jumlah Belanja 

Rp. 2.576.497 .022,00 
Rp. 42.272.034. 975,00 
Rp. 72.423.482.338.00 
Rp. 507.272.014.335.00 

Rp. 491.865.758.533,00 
Rp. 0,00 
Rp. 606.744.000,00 
Rp. 39.8.14.033.569,00 
Rp. 0,00 
Rp. 936.322.000,00 
Rp. 56.089.456.387 ,00 
Rp. 0,00 
Rp. 589.312.314.489,00 

Rp. 105.277.046.266,24 
Rp. 734.988.352.007,00 
Rp. 217. 760.165. 792,00 
Rp l .058.025.564.065,24 

- · s.c. - • ~1ggaran tahun anggaran 2015 terdiri dari: 

Pasal l 

?:::xATGRAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ATAS 
?:::x'f.~-GGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
?E. "DAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO 
-.-" •. HG •. ANGGARAN 2015. 

- s: --:. 

MEMUTUSKAN: 

Peraruran ae~ . ~ _ a.::".......~ 20:6 Tentang 
Pert . anggungjawaoan Pe.aksanaan .--L.-iggaran Pendapatan 

· an Belanja Daerah Tahun A ... nggaran 2015 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 1) 
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uara Bungo 
-~~-.::..... .,,._3 - 8 - 2016 

BUPATI BUNGO, 

Ditetapkan di Muara Bungo 
pada tanggal tl:3 - 8 - 2016 

- ~ ::: ::getahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
r.erapatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo. 

Pasal 6 

dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan 
__ .. _ .. -=:-:sc ... G .. ~.~'1 dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

- • sas · anggaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
Peraruran Bupati ini. 

Pasal 4 

·---· anggaran sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 
- := - - pe:- ~ abaran la po ran realisasi anggaran. 

Pasal 3 

1 


